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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan permasalahan yang diajukan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan

beberapa hal.

1.

Dalam kaitannya pengolahan air tanah bagi usaha perhotelan di Kota Yogyakarta
masih banyak sekali hotel yang tidak memliki izin/tidak mengurus izin pengolahan
atau pengunaan air tanah dan masih banyak juga pengusaha perhotelah di Kota
Yogyakarta yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang lIzin
Pengolahan Air Tanah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tersebut belum berjalan
sesuai atau belum sepenuhnya efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Peran dari pemerintah sendiri, yakni dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Sumber Daya Mineral DIY dan Satpol PP DIY terkait izin pengolahan air tanah bagi
usaha perhotelan belum dijalankan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2012 tersebut. Hal ini biasa dilihal dari masih banyaknya hotel yang tidak memliki
izin/tidak mengurus izin pengolahan atau penggunaan air tanah, dan kurang adanya
pemantauan secara rutin dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya
Mineral DI'Y maupun Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Tindakan yang dilakukan dari pemerintah untuk hotel yang tidak memiliki izin air
tanah tidak dilaksanakan atau dijalankan sampai selesai, dikarenakan pada saat proses

penegakan untuk hotel yang tidak memiliki izin air tanah belum selesai atau belum
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dituntaskan oleh Satpol PP. Pada saat yang bersamaan surat izinya sudah dicabut
terlebih dahulu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral, dikarenakan hal tersebut maka Satpol PP tidak dapat menjalankan tugasnya
secara tuntas dan baik dan karena hal tersebut juga masih banyak hotel yang tidak
memiliki izin air tanah.
B. Saran
1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
Sebaiknya lebih tegas lagi dalam menegakkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
khusunya dalam pemberian izin pengolah air bagi pengusaha yang ingin menggunakan
air tanah, agar setiap pengusaha yang ingin menggunakan air tanah untuk kegiatan
usaha semakin menaati aturan yang telah ditetapkan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja, Tegas dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah
yang telah ditetapkan khususnya bagi hotel yang tidak memiliki izin atau yang tidak

mengurus izin pengolahan air tanah.
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Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Penguasaan Sumber Daya Air. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Air Tanah. Tambahan Lembara Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5

Peraturan Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penyediaan Air Baku. Tambahan Berita Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2014 Nomor 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451
K/10/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan  Tugas
Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Tambahan
Lampiran | Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1451 K/10/MEM/2000

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Tambahan Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62

Website
file://IC:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/k.1-pp-nomor-121-

tahun-2015.pdf
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/28/0020in359

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25645

file://IC:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/Perda%20D 1Y %20No.
%205%20Tahun%202012%20ttq%20Pengelolaan%20Air%20Tanah.p
df

52


file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/k.1-pp-nomor-121-%20tahun-2015.pdf
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http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/28/o020in359
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file:///C:/Users/WINDOW~1.1/AppData/Local/Temp/Perda%20DIY%20No.%20%205%20Tahun%202012%20ttg%20Pengelolaan%20Air%20Tanah.pdf

https://m.harianjogja.com/jogjapolitikan/read/2019/05/15/510/992314/hotel-dan-indekos-di-
jogja-paling-banyak-melanggar-aturan-soal-penggunaan-air-tanah
https://www.pelajaran.co.id/2017/18/pengertian-hotel-menurut-ahli-
karakteristik-dan-jenis-jenis-hotel.html

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Lukito selaku HRD Hotel Gloria Amanda

Hasil wawancara dengan Bapak Soenarto Selaku HRD Hotel Malioboro
Garden

Hasil wawancara dengan Bapak Jazulis, S.P selaku kepala analisi potensi air
tanah di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarti, Kepala Seksi Penyidikan dan
Penegakan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta
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